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RINGKASAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan masul\nya modal
asmg, sebagai salah satu sumber pembmyaan pembangunan ekonom1 Sejumlah
peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal asing di
Indonesia pada prinsipnya memberikan kesempatan yang lebar dan non diskriminatif
terhadap para pemodal asing dan dalam riegeri. Naxﬁun demikian, sebagaimana
lazimnya negara berkembang lainnya, kebijakan-._proteks.i terhadap pemilik modal
dalam negeri seringkali masih cukup mewarnai kebijakan penanaman modal di
Indonesia. - |

Sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota Worid Trade
Orgunization (WTO) melalui ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahuﬁ 1994
temang_ Pengesahan - Agreenient Listablishing  The World  Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),‘maka Indonesia tidak
bisa mengelak terhadap sejumlah kesepakatan yang telah diambil, terutama dalam hal
penanaman modal yang dituangkan dalam Trade Related on Investment Measures
(TRIMs).

| Berdasarkan pada temuan-temuan studi ini, terlihat bahwa pengaturan hukum
tentang penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan hukum
Ind@nesia dipandang tidak sesuai lagi dengan pengaturan TRIMs. Sebagai
konsekuensi keikutsertaan Indoncsia dalam WTO, oleh karena itu perlu dilakukan
reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia, |
= Agar reorientasi dan reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia
memiliki tingkat akurasi yang tingg,i berdasarkan prinsip efisien dan efektif, serta
lebih menjamin kepastlan hukum, maka reformu]aﬂ kebijakan penanaman modal di
Indonesia hendaknya disusun secara sistematis, dan dalam bentuk satu kod1ﬁkas1
-yang utuh, sehingga kcr‘;m;,ka kebijakan dalam bentuk undang-undang ini dapat

menjadi rujukan yang jelas.
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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan 'Ya;ig Maha Kuasa, karena atas
limpahan nikmat dari-Nya kegiatan penclitian ini dapat diselesaikan, sampai dengan
penulisan laporan akhir. 7

Penelitian ,tentang “Implementasi 7rude Re!alcfd- on Investment Measures
(TRIMs) Dalam Peraturan Hukum Indonesia” ini tidak Immgkin dapat diselesaikan
tanpa bantuan semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti
mcn.ymnpaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memt‘)antu

‘penyelesaian penelitian ini.

" Kami me'lgucapkan terima kasih kcp’ida Dekan Fakultas Hukum Undip yang
tciah memberikan bantuan moril. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala
Lembaga Penelitian Undip yang telah memungkinkan dikucurkan dana dari DIK
Rutin untuk membiayai penelitian ini. Kepada kawan-kawan sejawat di Fakultas
Hukum Undip yang ikut wmemperkaya studi ini melalui diskusi-diskusi. Yang tak
kalah pentingnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para Pengelola
Pcrpustakaan Fakultas Hukum Undip dan Perpustakan Kantor Menteri Perindustrian
dan Perdagangan di Jakarta yang telah _mcmberikan 'peluang.kepada' kami untuk
memperoleh-bahan penelitian.

Terakhir, kami ingin sampaikan bahwa sebagaimana manusia biasa, tentunya
kami menyadari bahwa studi ini masih jauh dari sempurha. Oleh karena itu, kami
mengundang kritik dan diskusi dari 'berbagai pibak untuk memperbaiki studi ini.

- Kami hanya bisa berharap, semoga studi ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, T November 2002

Tim Peneliti,

Hasyim Asy’ari

“ | . Nuswantoro Dwiwarno
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.faktor produksi yahg dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkannya dalam berbagai
aktifitas pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran daﬁ
kémampuan bangsa sesuai deng'an kekuatan yang ada. Namun karena
keterbatasan sumber daya yang ada, perlu ﬁwmanfaatkan potensi teknologi,
keterampilan $¢rta modal yang datang dari luar negeri tanpa mengakibatkan
terjadinya ketergantungan dari pihak investor asing;
Dalam konteks tersebut, beberapa negara dalam putaran Uruguay sebagai
kélanjutan dari putaran-putaran sebelumnya, telah menyetujui .ad.an_.y_a ketentuan
| hukum yang mengatur tentang investasi. Ketentuan tersebut di tuangkan dalam
:Y?ad_e Related on Investment Measures (TRIMS) sebhagai lamﬁgran atau bagian
tak terpisahkian dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994,
Oleb karena itu, Indonesia sebagai cmifracﬁng parties, tidak dapat menghindar
kétentuari tersebut dan s_ébagai konseki;snsi_nya l_harus ‘mengimplementasikan
ketentuan-ketentuan TRIMs dalam paraturan hukumnya. |
. Tentunya kondisi .tcrsebut ‘sangat -1nembéfatkan negara-negara yang:
termasuk ke dalam kategori_u'eve!op."ng counfﬁes, tidak terke(;uali Indonesia.
Sebab dengan lpenandatangani persetujuan  umum téntang _perdagangan
i‘ntérnasiona! dalam GATT 1994, berarti mcnghad_apkan mega industri m‘i"]?ik
negara-negara maju dcng’an industri-indﬁstri domestiknya. Sebaliknya, bagil
fnegara maju k.etentl_la{n'lerscbul dianggap fair, karena selama ini industrf
domgstik di negara-negara berkembang banya_k menikmati fasilitas yang sifatnya

diskriminatif dan penghambat dalam persaingan perdagangan internasional. . -





